PERATIIRAN DAFRAH KOTA PAGAR AL AM

NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIRISI PENGGANTIAN BIAVA (UETAK KARTU KELUARG
KARTU TANDA PENDUDUK DAN ARTA CATATAN SIPIL

Memmbang

Menoinoa

i

a.

®

DENGAN RATIMAT TUITAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ATLAM

bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber pendapatan vang cukup
FUiviuJ;ui Eung mombia; iy a PO vhnggara.:ﬁ Pomerintah dan pcmbangunan
dasrah vang wvata, dinamis, serast dan berfanggung jawab dengan titik berat

pada otonomi daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan
{_:Iix:«ﬁig - uﬁ\hu;b R-fn‘:. siik Indoncsia MNomor 34 Tahun 2000 yang
mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi vang sederhana, adil,
efekiif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masvarakat
dalam ycmf:}iayaaﬁ pombangunan maka dipandang porlu sctiap ponorbitan
bianko karfu, Tanda Penduduk dan Akia Catatan Sipil dipungut retribusi

pengganiian biava cetak, Kartu l'anda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

bmwa r’unm.ziap sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan

10F ’\ ‘Tahun 1959 ‘lentang Pembentukan Daerah
L Sumalcra Sclatan (LL:KC.K:JR }ab”dad T.:ham

4 Nomor 73, Tambahan | .embaran Negara Nomor 1821);

i "'wi'mn 1974 ‘I'entang Perkawinan (Lembaran

wveda zuies Pl rawve rnas
crnbaran Mo SEEATE NNOIMIOE 301/},

Uindang-undang it ahun 1981 ‘lentang Hukum Acara Pidana
{1 mibarana MNogs ‘ MNomor 7(;. Tmubahan J_va‘&i'l‘.x MNogara

H }.uihm 1997 :‘éﬁi‘ﬁdi 3‘1, 1.:&&%3&3331’1 uv*rkaran
v 36835 sebagaimana telah dinbah Undang-undang Nomor 34




Menetapkan

G,
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13.

‘Pahun 2000 (Lembaran Negara lahun 2000 Nomor 246, I'ambahan

T revcdenoines RNTavama N

A ACEEIUGRE EE 4 -\.eﬁi G4 1\.‘113\11 b 9 i 0},

Undang-undang Nomor 22 ‘lahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

wgara Ta 1000 T o hararn Moo
(1-;1:; SGT AN }u.bﬂ\wa Tahun 1999 MNomor u, Tambahan Lombaran NOgara

Undanc-undang Nomor 8 lahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lombaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);

Peraturan Pemermtah Nomor 66 fahun 2001 lentang Retribusi Daerah

{(Lcmbaran Nogara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lombaran Ncogara
Nomor 4139 'Tahun ZU()])

Keputusan Presiden Nomor 52 ‘lahun 1977 ‘lentang Pendaftaran

Ao tiilre
T \."muuuzx

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan

Pendafllaran Penduduk;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1ahun 1997 lentang PPNS

dilingkungan Pomcrintah Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 ‘Ientang

Pclayanan Catatan Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A ‘lTahun 1995 ‘Tentang
Sposipikasi Blanko / Formulir / buku scrta prasarana ponunjang lainnya yang

dipergunakan dalam Penvelenggaraan Pendattaran Penduduk;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 ‘T'ahun 1996 tentang Pedoman

Nay svanan Denduduk
i3iaya I vmja i1 CnGUGUR.
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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
am Peraturan Daerah i vang dimaksud dengan :

Diasrah adalah Kota Pagcar Alam;

T vgesrvsest by e s THoapwscnesenf als T ntoe T
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota P agar :Aumh,
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Kenala Daerah adalah Walikota Pagar Alam:
Dinas Transmigrasi, Kcpendudukan dan Tonaga Kerja adalah Dinas
‘iransmigrasi, Kependudukan dan i'enaga Kerja Koia Pagar Alam;
Peiabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
scsuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku;

Penduduk adalah setiap orang, baik Warpga Negara indonesia maupun
Warga Negara Asing vang bertempat tinggal tetap diwilavah Negara
he;)u’shk Indoncsia yang iclah momcenuhi ketontuan peraturan perundangan
vang beriaku;
Kartu keluarga adalah kartu vang memuat elemen data dari kepala keluarga
dan scmua anggola lxbiua.iz:a yang terdiri dani su "11, istri dan anak yang
menjadi (anggungannya;
Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebaga: tanda bukt: (legitimasi} bagi
sctiap penduduk dalam wilayah ncgara ropublik Indoncsia;

Akta Catatan Sipil adalah akia kelahiran, akia perceraian, akia pengesahan
anak, akta ganfi nama bagi warga negara asing,dan akta kematian vang
diberikan olch pomerintah dacrah;

Retribusi pengagantian biava cetak K'IP dan Akia Catatan Sipil vang
selanfuinva disebut retribusi adalah Pembavaran atau Penggantian Biava
Cetak KX, KTID dan Akia Catatan Sipil discrahkan atau diberikan olch
Pemerintah Jaerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati  oleh orang
pribadi atau badan;

Fasa adaleh kepiatan Pomcorintah Dacrsh Kots Pagar Alam berupa arzhan
dan pelavanan vang menyebabkan barang, fasihiias aiau pemantaatan
fainva vang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

asa umum adalah j JEE8 Yang discdiakan atau diborikan olch Pomcrintah
i-im’a Pagar Alam uniuk fujuan Kepeniingan dan kKemaniaatan umum seria
----- pat dintkmati oleh orang pribadi atau badan;

ix"ﬁi"ibiil':‘»i _; isa umum adalsh rofribusi alas Jm:m yang discdiakan atau
iibertkan oleh pemermiah  daerah Koia Pagar Alam uniuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
E.Jx.lbu\.il atau S..1=.L=ii

Wanb Retribust adalah orang pribadi atau badan yang memaniaatkan,

‘ au mengounakan / memakai KK, K'1P dan Akta Catatan Sipil;

IVidBRa ACICUsE adalah suaty J.-,ub'}x{:, #va}.nz fericnin yang zuuxuyalxaﬁ vatas
wakin bagy wapb retribus unfuk memaniaatkan jasa dan perzinan tertentu
dari Pemerintah Kota Pagar Alam;
Surat Scioran Roiribusi Dacrah sclanjuinya disingkat SSRD adalah surat
keputusan vang menenfukan besarmva jumiah reinbus: untuk melakukan
pembangunan atau penvetoran retribusi vang berhutang ke Kas Pemerintah
." 3 iy .F“;i\’#iii ..aau }'\bi"viiii.‘{ib j_.‘(vilil’“_)‘-"miﬂil 1.133 }mlé d.ll-bl“pl\an
oleh Walikoia Pagar Alam;
bu; at Ketstapan z\e.mbucz Daerah selanmutnva disebut SKRD adalah surat

w yavam s sl

Iy a ‘aiumli roiribusi Yang mhuaang,

sann Retribust flaerah febih Bavar selanjuinva dismgkat
ialal keputusan vang menenfukan jumliah keiebihan
ribusi karcna jauul.ih !&-J‘i !b‘{"}}i besar \uiz yelnt bh&:
hutang atau ti(i.n‘ 3‘.‘.'“3111‘:“‘ a terhuiang

Daerah vang qczan:umv disingkat STRD) adalah

oy e 2l cuan Anee atar

et 2 s wanles adahinictiaci B &
ian refribusi dan atau sanksi adminisirasi oCTupa
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nenvidik unfuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu
mombuat fcrang tindak pidana dibidang rctribusi yang torjadi soria
menemukan tersangka.

BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasai 2

Dengan nama retribusi penggantian biava cetak kartu keluarga, kartu tanda
penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi pengantian biaya cotak kartu

keluarga, Kkarfu tanda penduduk dan akia catatan sipii.
Pasal 3
Obiek Retribusi meliputi pencetakan :

Kartu Keluarga;

Kartu Tanda Penduduk;

Akta Kelahiran;

Akta Perkawinan;

Akta Perecraian;

Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;

Altz Komatian,

Wi b
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Biava Pelavanan :

Biava Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI;

Blh} a Pendaflaran Kelahiran T Penduduk W .LMA

Hiava Pendafiaran Kematian Penduduk WNI;
Biava Pendaftaran Kematian Penduduk WNA;

na rascman T alule A Aabs eal, ™IT.
...'1.3“, < 1 \.uli\.u.’i;uli €iii i aRiidi nmtz i \z.h.\.lljd 'Y LANd,

ava Pendafiaran [.ahir Mahi Penduduk WNA;

Bm};a Pendaftaran Penduduk WNI;

Droawres o b flieoes Do clae sl TAITATA -
SEAYE UUNGHIETED SONGUGUR W iN,

Biava Penerbitan Pendaftiaran Penduduk Sementara;
hlav Pendaftaran Pindah Penduduk WNL

= Dendafiaran Dindah Penduduk W
Pendafiaran Dindah Ponduduk WNL
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Surat Keterangan Suraf Tempat imggal;
b‘umf &eteran.qan Perubahan Status Kewarganegaraan;
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Formuiir — formulir pendaftaran penduduk dan keterangan penduduk lainnva

1 featsy €t
i iBaud; Ut

Biava Pembuatan Akia Catatan Sipid vaitu :

1.

2.

3.

4.

5. idGi }wui;u.; %I;él ‘:il-r}’-: Aél.
o 1.



Pasal 4

Subiek Retribusi adalah orang pribadi vang melakukan pembavaran atas
pelayanan yang discdiskan Pomcrintah Dacrah Kota Pagar Alam berupa
peroiehan / pemaniaaian karfu keiuarga, kartu tanda penduduk atau akta catatan
sipad,

Pasal §

Waib Retribusi adalah orang pribadi vang memanfaatkan / menikmati
atau monggunankan / momakai kartu kcluaga, kartu tanda penduduk atau
akia catatan sipl.

BABIN
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian biava cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta

seve ; T rads P . en aoil Sova yerdes s 3on M
catatan sipil dalam dacrah Kota Pagar Alam termasuk jenis retribusi jasa umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

‘ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu keluarga, kartu tanda

- Feastial Ao alta natatseer arvesl sioma s1e antals
POnGUGUR GUI 2508 calalan Bipiie yamp (i OO,

BABY
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal §

1} Biava cetak Kartu Keluarga (KK) Kartw Tanda Penduduk (K'1P) dan

Lot alinm amemvrn sadie il vrman o Aloarint Jolome oose ndn etrrilrtiye boe gy en £
EUICHERAPAnIY S, Pliisih Yang Gianul Gaidin pondapan strukius oCsainya tarid

retribusi adalah

a. Biava vang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biava
pengadaan Kartu Koluarga (KX dan Karto Tanda Peaduduk ETD),
b, Hiava vyang dikeluarkan oileh Pemenniah [daerah sebagai biaya

administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu ‘fanda
Mivesshonsdusl, 7T
PRSI SRS N \.l’L.i‘. £ j,
Hiaya lamnva vang berupa bianko dan formulir sebagai pendukung /
kelengkapan pembuatan Kartu Kelsarga (KK) dan Kartu ‘landa

Tnan Aun Aunl L7
4 ARLIRER (A A2 G

o

2} Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, prinsif vang dianut dalam penetapan

4 § VS IR (NI F—— son Benwnf wintual s varlrnloate -
SR GEE OUBHITY Y i TUNNOUSE ataian |

a. biava vang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan Akta
Catatan Sipil:
Wositosbatil u.n!J -

b.  Hiaava vang dikeluarkan oleh Pemenntah Jaerah sebapai biava
admnistrasi pembuatan Akta Catatan Sipil;



[ 9]

Biava lainnva vang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung /
iwix.»nexwgah pm.ib'di‘uaﬁ Akta Catatan Si})ﬂ

(2]

BAB VI
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
Struktur dan besarnva tarif retribusi adalah sebagai berikut :

Penggantian biava cetak Kartu Keluarga sebesar Rp. 4.000/ Set ;
DPonggantian biaya colak Kartu Tanda Penduduk WNI scbesar Rp. 3.000/

1.br;

Pengegantian biava cetak Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp.10000/
T Eee

.Uk,

Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keiluarga sebesar  Rp. 500/8et;

foe

Penggantian biava cetak Akta Catatan Sipil :

1} Akta Kelahiran Umum dan Dispensasi

o uﬁgi WHNI scbosar Rp 1500{},"
~ Bagi WNA sebesar Rp. 25.000,-

2y Akta Kelahiran ‘1ambahan / Instimewa

~ Bagi WNI scbosar Rp. 17.000,-
- Bagt WNA sebesar Rp. 29.00G0,-

i Bagx E';Ev‘—:‘z_ir bvvvuﬁl I"\p. 14.’\}0%,-
- Bapi WNA schesar Ry, 25.000,-

4y Akta Perkawinan Pencatatan dalam Kantor

~ DBagi WNI scbosar Rp. 55.000,-
~ Bagt WNA sebesar Rp. 150.000,-

5} Akta Perkawman Pencatatan di luar Kantor

-Bagi WHNI scbosar Rp. 65.000,-
-~ Bagt WNA sebesar Rp. 250.000,-

kta Perkawinan Kutipan Pencatatan di han hibur
i -.Zél WINI scbosar Rp 140300,"
Bapgi WNA secbesar Rp. 270.000,-

7y  Akta Perkawman Kutipan Kedua dan seterusnya

~ Dagi WNI scbosar Rp. 31.000,-
- Bagpi WNA sebesar Rp. 31.000,-
¥) reeraian
WNI scbosar Rp. 120.000,-
WNA sebesar Rp. 225.040,-

an kedua dan seterusnva

~ Dagi WNHI scbosar Rp. 65.000,-
~ Bagi WNA sebesar Rp. 115.000,-

9}  Akta Kematian

-~ Bagi WNI scbesar Rp. 5.000,-
~ Bagi WNA sebesar Rp. 9.000,-



~ Kutipan kedua dan seterusnva Rp. 10.000.-

10) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
~ Bagi WNI scbesar Rp. 32.000,-
~ HBagi WNA sebesar Rp. 35.000,-
~ Kutipan kedua dan seterusnya Rp. 62.000,-

11} Akta Pengangkatan Anak
-~ Bagi WNI scbesar Rp. 27.500,-
~ Bagi WNA sebesar Rp. 52.000,-
~ Kutipan kedua dan seterusnya Rp. 65.000,-

12) Surat Keterangan Catatan Sipil
~ Bagi WNI scbcsar Rp. 5.000-
~ Bagir WNA sebesar Rp. 11.500,-

13) Perubahan Akta Catatan Sipil

~ Pcrubahan Status Kcwargancgaraan Rp. 20.000,-
~ Perubahan (7anfi Nama Rp. 20.000,-

~ Pembuatan Akta Rp. 20.000,-

14) Penerbitan Salinan / Duplikat Kutipan Akta

-~ Bagi WHNI scbesar Rp. 30.000,-

~ HBap:r WNA sebesar Rp. 41.000,-
15) Pencatatan pelaporan Kelahiran,

Perkawinan, Porceraian & Kematian di

j.uar Kota Pagar Alam. Rp. 40.000,-
16) Biava Legalisir Akta per set Rp. 2.500,-

f. Biava Pelayanan :

1} Biava Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara Rp.5.000,-

2) Biays Pencrbitan Pendaflaran Pindah Penduduk Rp.1.500,-
3) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status

{cwargancgaraan Rp.5.000,-
ey Sural Keterangan Pindah Tompat Tinggal Rp.2.000,-

BAB Vi1

Pasal 18

Masa refribusi Kartu Keluarea (KK) dan Kartu ‘Tanda Penduduk (K'1P) adalah

wwssbioe wnioedifas foondcerntus viavrey Teswwyogwnnron Y P eTT e
jl‘iugzu; waikiy forioniy yang ismanys Z {dml\) tahun.
Pasal 11

Saat terhutancnva retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen fain

BAB VIII
WILAY Al PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi vang terhutang dipungut diwilavah daerah Kota Pagar Alam.



BABIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal waiib refribusi tidak membayar tepat pada waktunva atau kurang
mombayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (duapcerscen)
setiap bulan dari retribusi yvang terhutang atau kurang dibavar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BABX
PENGURANGAN, KERINGANAN
PAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;

2} Pemberian Pengurangan dan keringanan refribusi sebagaimana dimaksud
ayat {1} dongan momperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat
diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa;

3) Pemberian kebebasan retribusi sebagaimana maksud avat (1) antara lain
berusia 60 (onam puluh) tahun kcatas;

4) ‘lata cara pengurangan Kkeringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
olch Kepala Dacrah,

BABXE
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

1. o al.
yang dipersamakan.

BABXII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
1) Pembayvaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

2y lata cara pembavaran, penvetoran dan tempat pembayvaran retribusi diatur

dengan keputusan Kepala Dacrah,

BABXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

1) Wapnb reftribusi vang tidak melaksanakan kewaiibannva, sehingga
merugikan keuangan dacrah dapat dipidana kurungan paling lama maksimal



6 {enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang tcrhutang;
2} ‘I'ndak Pidana vang dimaksud avat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

e

BAB X1V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18
1) Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkugan Pemerintah Daerah diberi
wowenang khusus scbagaimana ponyidik untuk mclakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud avat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

iapor crkcnaan dongan tindak pidana porpajakan dacrah dan
refribust agar keterangan atau laporan iersebut menjadi iebih lengkap

dan jelas;

Menclith, mencari dan mengumpulkan kelorangan mongensi orang

pribadi atau badan ieniang Kkebenaran perbuatan vang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

¢. Mominta keicrangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan
retribusi;

4. Melakukan penpgeledahan untuk moendapatkan bahan bukl pembukuan

pencataian dan dokumen-dokumen lam seria penyiiaan ierhadap

bahan bukti tersebut;

Mcminia banluan {fonaga ahli dalam rangka pclaksanaan {fugas
penvidikan tindak mdana dibidang perpatakan daerah dan retribusy;

f.  Menvuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
iempat pada sasl pemeriksaan scdang borlangsung dan memceriksa
wdentifas orang atau badan dokumen vang sebagaimana dimaksud hurui
{e);

g Muomolre! sescorang yang borksitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan refribusi;

h., Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi,

Menghentikan penvidikan;

1. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan

3 L |

$aan A P PO 1 2o 1

iindak pidana dibidang porpajakan dacrah monurut hukum yang dapat
diperiangpungiawabkan.
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3) Penvidik sebagaimana dimaksud avat (1) memberitahukan dimulainva
3 ~gvasda o
i
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CEil
sesuat dengan Ketenfuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor &

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXV
KETENTUAN PERALITIAN
Pasai 19
Pada saa a Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten
Y akat NT e Taliias 1 3 dagetmanine Tdihaawwrndde resvasinimes TYrsnrd aflanse Prsadsirtials
A nREECIl L NRFIIENSE L 5 20 i g3iiisiy 1 77 i'viih.‘u'.ié i bii_‘y’ ’vi‘\:ilééﬂi wieeii & WEELE “‘i‘u.‘dm 8 uuuuuiu\

Pralam Kerangka Systemn Informagi Manaemen Kependudukan tetap berlaku



Sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan peraturan

daerah ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 1997 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 22

Menugaskan kepada Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan
Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Camat / Kades se Kota Pagar Alam Untuk
melaksanakan ketentuan Perda ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan agar supaya setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto
H. DJAZULI KURIS
Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
dto
Drs. A. FACHRI,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010091301
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